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ABSTRAK

PERANAN MEDIA MASSA (PERS) DALAM PENEGAKAN HUKUM
PIDANA
(Suatu Studi Tentang Sarana Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan Pembunuhan, Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

OLEH

FIRMAN B.P. DAMANIK
NIM : 05840 0176
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Media massa baik itu tercetak maupun layar kaca atau internet dikatakan
sebagai sarana non penal dalam penegakan hukum karena dengan media massa akan
dapat digambarkan hal-hal yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, proses
terjadinva tindak pidana, serta yang terpenting dapat dijatuhkannya hukuman pidana
bagi pelaku suatu tindak pidana.

Sarana non penal lebih mementingkan suatu keberadaan informasi yang
disampaikan kepada masyarakat luas, dimana dengan informasi tersebut masyarakat
akan mendapatkan pembelajaran sehingga tidak melakukan suatu perbuatan yang
bertentangan dengan hukum termasuk salah satunya adalah tindak pidana
pembunuhan.

Dari hasil penelitian diketahui dari uraian di atas, terlihat upaya-upaya yang
telah dilakukan selama ini untuk melakukan penanggulangan kejahatan pada
umumnya, termasuk di dalamnya penanggulangan kejahatan terhadap pembunuhan.
Kebijakan penanggulangan kejahatan itu, sebagai bagian dari kebijakan penegakan
hukum untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan,
ditempuh baik melalui penggunaan sarana hukum pidana (sarana penal) maupun
melalui penggunaan sarana hukum bukan hukum pidana (sarana nonpenal) yang
salah satunya dapat dilakukan melalui peranan media massa. Dalam interaksinya
secara yuridis, kriminologis dan sosiologis ada keterkaitan antara media massa dalam
hal ini pemberitaan (kriminalitas) dan timbulnya kejahatan yang terjadi ditengah
masyarakat. Artinya potensi timbulnya tindak kejahatan dapat tergolong salah
satunya akibat menyaksikan pemberitaan media massa dalam hak tayangan
kriminalitas. Hubungan media massa dan kejahatan dapat digambarkan melalui teori
yang melihat pada kondisi sosial masyarakat secara kriminologi dan sosiologis,
proses peniruan tindak kejahatan akibat terpengaruh media massa adalah fakta
empiris bahwa media sangat berkorelasi terhadap kejahatan bahkan bisa menjadi
agen atas kejahatan tersebut.
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BABI

PENDAHULUAN

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Jika kita lihat buku II dan III KUH Pidana maka dijumpai beberapa rumusan
perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan mana yang
dilarang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan
beberapa elemén, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi
sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang.

Salah satu tindak pidana itu sendini adalah tindak pidana pembunuhan baik
yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Pembunuhan apapn modelnya
tentunya dikualifikasi dalam suatu kejahatan yang dapat meresahkan dan mengganggu
ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu maka perlu dilakukan upaya
penanggulangannya dengan berbagai cara.

Sebagai kajian dalam pembahasan skripsi ini adalah pelaksanaan penegakan
hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan pembunuhan melalui sarana non
penal, yang salah satunya dapat dilakukan melalui media massa. Dikatakan sebagai
sarana non penal, karena dalam penegakan hukum dikenal adanya sarana penal, yaitu
berupa pengaturan dan ancaman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana termasuk

tindak pidana pembunuhan. Atau dengan perkataan lain ada ditemukan pengaturan
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tentang akibat hukum dan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sedangkan sarana non penal adalah sarana yang mempergunakan ketentuan di
luar peraturan perundang-undangan yang ada. Sarana ini sangat penting selain sarana
penal sebagai kadaerah normatif Sarana non penal lebih mementingkan suatu
informasi dalam kaitannya dengan suatu tindak pidana.

Media massa baik itu tercetak maupun layar kaca atau internet dikatakan
sebagai sarana non penal dalam penegakan hukum karena dengan media massa akan
dapat digambarkan hal-hal yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, proses
terjadinya tindak pidana, serta yang terpenting dapat dijatuhkannya hukuman pidana
bagi pelaku suatu tindak pidana.

Sarana non penal lebih mementingkan suatu keberadaan informasi yang
disampaikan kepada masyarakat luas, dimana dengan informasi tersebut masyarakat
akan mendapatkan pembelajaran sehingga tidak melakukan suatu perbuatan yang
bertentangan dengan hukum termasuk salah satunya adalah tindak pidana
pembunuhan.

Selain memberikan informasi tentang peristiwa pembunuhan, maka sarana
non penal melalui media massa terkadang juga dapat memberikan informasi kepada
penyidik tentang temuan-temuan media massa dalam kaitannya dengan suatu tindak
pidana pembunuhan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengetengahkan

pembahasan skripsi yang berjudul “Peranan Media Massa dalam Penegakan Hukum
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Pidana (Suatu Studi Tentang Sarana Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan

Kejahatan Pembunuhan)™.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Merupakan ketentuan mutlak bahwa setiap karya tulis ataupun sknipsi harus
mempunyai judul. Karena dengan demikian judul tersebut dapatlah diketahui apa yang
dibicarakan dan yang dibahas dalam skripsi itu. Tetapi supaya tidak terjadi kekeliruan
dan salah taafsir maka judul tersebut harus diberi penegasan dan pengertiannya.

Dengan pengertian judul ini telah diadakan pembatasan atau skope (ruang lingkup)

sejauh mana pembahasan selanjutnya.

Judul skripsi ini adalah : “Peranan Media Massa dalam Penegakan Hukum

Pidana (Suatu Studi Tentang Sarana Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan

Kejahatan Pembunuhan)”.

Terhadap judul skripsi ini dengan membuat penegasan dan pengertian judul
adalah sebagai berikut :

- Peranan media massa diartikan sebagai efektivitas keberadaan media massa yang
berupa media tercetak maupun elektronik dalam hal memberitakan dan
menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat.

- Dalam Penegakan Hukum Pidana, artinya dilakukan upaya-upaya hukum dalam
Ha{l memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana dan juga upaya-upaya agar
tidak terjadinya suatu tindak pidana

- Suatu Studi Tentang Sarana Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan
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Kejahatan Pembunuhan diartikan sebagai diterapkan kaedah-kaedah selain
peraturan perundang-undangan dalam hal penanggulangan kejahatan pembunuhan
vang terjadi di masyarakat. {
Dengan demikian maksud dari judul tersebut di atas adalah tentang
keberadaan sarana non penal yaitu sarana di luar peraturan perundang-undangan
seperti media massa dalam hal penanggulangan kejahatan pembunuhan yang terjadi di

tengah masyarakat..

B. Alasan Pemilihan Judul
Adapun beberapa faktor atau alasan yang dapat penulis jadikan sebagai alasan
untuk memilih judul ini adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Bidang Hukum Pidana yang penulis pilih dibangku kuliah Fakultas
Hukum Universitas Medan Area yakni jurusan Hukum Pidana,

2. Sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari banyak mendengar kasus-
kasus pembunuhan, sedangkan pemberlakuan ketentuan hukum kurang
memberikan efek bagi penegakan hukum, sehingga dalam hal ini akan ditarik
pembahasan tentang sarana non penal seperti media massa.

3. Ingin menambah cakrawala penulis terutama dalam hal mengedepankan sarana

non penal dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi ini untuk
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mempermudah pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan. Adapun masalah-

masalah pokok vang dimaksud dalam skripsi ini adalah seperti yang disebutkan di

bawah 1ni :

ll

9

Bagaimana peranan media massa dalam penegakan hukum tindak pidana
pembunuhan?
Apakah vang menjadi hambatan dalam hal peranan media massa dalam penegakan

hukum tindak pidana pembunuhan?

Hipotesa

Dengan Dberdasarkan permasalahan terdahulu, maka penulis akan

mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1.

Peranan media massa dalam penegakan hukum tindak pidana pembunuhan
didapatkan melalui pemberitaan-pemberitaan yang dilakukannya sehingga
masyarakat mengetahui akibat hukum suatu tindak pidana pembunuhan sehingga
masyarakat menghindari perbuatan tersebut.

Hambatan dalam hal peranan media massa dalam penegakan hukum tindak pidana
pembunuhan adalah kurang responnya media massa terhadap sistem pembuktian
yang dilakukan sehingga pemberitaan yang dibuatnya terkesan mengada-ada atau

ditambah-tambahi.

E. Tujuan Pembahasan

Untuk setiap permasalahan-permasalahan yang diteliti atau dibahas sudah
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tersebut, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

G. Sistematika Penulisan
Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu
dibuat sistematika ( gambaran isinya ) dengan menguraikan secara singkat materi-
materi vang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir
sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.
Jadi sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Dalam bab pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan
Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan
Pembahasan, metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.
BabIl.  Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.
Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan pembahasan tentang : Tindak
Pidana secara Umum, Pengertian Pembunuhan, Jenis-Jenis Pembunuhan,
Unsur-Unsur Pembunuhan.
BabIII.  Tinjauan Umum Tentang Media Massa Dan Penegakan Hukum Pidana
Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Media
Massa, Fungsi dan Peranan Media Massa, Kebijakan Penegakan Hukum
Pidana, Model Penegakan Hukum Pidana.
BabIV. Peranan Media Massa dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Pembunuhan
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keputusannva vang diambil oleh karena rasa takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi
1a akan melahirkan anak. dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika
atau sejurus setelah melahirkan.

Dalam hal pembunuhan anak yang direncanakan ini diperlukan suatu syarat
bahwa vang tindakan berupa perencanaan tersebut diambil sebelum kelahiran 1tu tiba,
namun setelah terlebih dahulu direncanakan untuk membunuh si anak yang akan lahir
kemudian.

Perbedaan prinsipil antara pembunuhan terhadap anak (kinder doodslag)
dengan pembunuhan anak vang direncanakan (kinder moord) terletak pada adanya
suatu ketegasan bahwa dalam pembunuhan anak (Pasal 341 KUH Pidana) tidak
diperlukan adanya rencana untuk membunuh anak pada saat masih dalam kan-dungan,
sedangkan dalam pembunuhan anak direncanakan terlebih dahulu (Pasal 342 KUH
Pidana). Tindakan perencanaan tersebut mutlak harus dipenuhi agar perbuatan pidana
yang dilakukan oleh ibu tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan anak

yang direncanakan terlebih dahulu.
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Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan
menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masvarakat serta asas
praduga tak bersalah

Pers wajib melayani hak jawab

Pers wajib melayani hak tolak.

Pers nasional berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999

melaksanakan perannya sebagai berikut :

i,

2.

Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui,

Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi
hukum, dan hak asasi manusia serta menghormat kebhinekaan,

Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan
benar,

Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan
dengan kepentingan umum,

Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dalam rangka meningkatkan perannya dalam pembangunan, pers berfungsi

sebagai penyebar informasi yang objektif menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan

komunikasi dan partisipasi masyarakat serta melakukan kontrol sosial yang

konstruktif. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pemerintah,

pers dan masyarakat. '
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B. Fungsi dan Peranan Media Massa

Pada zaman Romawi, untuk menyebarkan berita-berita yang perlu diketahui
oleh rakvat, dipajangkanlah papan-papan untuk tempat pengumuman. Papan-papan
pengumuman tersebut biasanya terdiri dari laporan-laporan singkat tentang sidang
senat dan keputusan-keputusan dari rapat tersebut, keputusan-keputusan dari rapat
rakyat dan berita-berita lainnya.

Pada zaman Romawi tersebut lahir wartawan-wartawan yang terdiri dari
budak-budak yang bertugas untuk mengumpulkan informasi dan berita-berita untuk
kepentingan tuan/majikannya, yang bertujuan agar tuan / majikannya dapat mengikuti
kejadian-kejadian yang terjadi di daerah-daerah tertentu. Perkembangan-
perkembangan politik bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di segala penjuru dunia.

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan dewasa ini adalah
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat
Indonesia, dalam arti pembangunan untuk mencapai keserasian dan keselarasan antara
kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, yang benar-benar harus dapat dinikmati
dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Untuk suksesnya pembangunan dan upaya mewujudkan masyarakat yang adil
dan makmur berlandaskan Pancasila diperlukan adanya sarana-sarana yang
mendukung pelaksanaan pembangunan. Salah satu sarana itu adalah pers. Pers dan
mass media merupakan sarana ampuh dalam bidang publikasi, baik untuk
menyebarluaskan pemberitaan, penyebar luasan ilmu pengetahuan, sosial politik,

ekonomi dan teknologi maupun sebagai alat penggerak serta menggairahkan
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partisipasi masyarakat untuk ikut melaksanakan pembangunan.

Tujuan pers dalam era pembangunan sekarang ini berkembang dengan pesat
sesual dengan kebutuhan zaman Pers udak saja bertujuan untuk mengumpulkan
informast untuk kepentingan majikan, tetapt  juga merupakan sarana untuk
menyebarluaskan berita-berita ilmu pengetahuan, politik, hukum, ekonomi untuk
suksesnva pembangunan.

Informasi yang diberitakan oleh pers bertujuan untuk menggalakkan
pembangunan dan menggairahkan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.
Bukanlah membuat masyarakat anti pembangunan vang sedang dilaksanakan.

Selain mempunyai tujuan untuk menyebarluaskan berita-berita atau informasi
dan memberikan penerangan kepada rakyat. Pers berfungsi sebagai penyebar
informasi yang objektif, hal ini diatur dalam Pasal 3 UU No. 40/1999 yang
menyatakan bahwa:

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan,
dan kontrol sosial,

2. Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1) pers nasional dapat berfungsi sebagai
lembaga ekonomi.

Kemudian Pasal 5 UU No. 40/1999 menyebutkan :

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan
menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas
praduga tak bersalah

2. Pers wajib melayani hak jawab
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mengenail pendidikan. hiburan. olah rzgz dan lain-lain serta sebagai penyalur aspirasi

rakvat.

C. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana

Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan pada hakikatnya
bersifat subsider, dalam arti penggunaannya (sarana penal) diseyogyakan dengan
mendahulukan sarana hukum-hukum yang lain (sarana non-penal), seperti hukum
administrasi negara dan hukum keperdataan. Dalam konteks penelitian ini, telah
dikemukakan di depan bahwa keterlibatan perempuan dalam kejahatan baik sebagai
pelaku ataupun sebagai korban disebabkan oleh faktor-faktor struktural yang bersifat
kriminogenik. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan sebenarnya harus
mendahulukan perbaikan kondisi-kondisi yang bersifat struktural di dalam
masyarakat.

Secara konseptual, kebijakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan
(integral) dari kebijakan sosial; artinya kebijakan sosial mencakup di dalamnya
kebijakan hukum, yang selengkapnya disebut kebijakan penegakan hukum (law
enforcement policy). Dalam lingkup kebijakan (penegakan) hukum ini hokum
administrasi dan hukum keperdataan menempati kedudukan yang sama dengan hukum
pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Ini berarti, kebijakan perundang-
undangan serta penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial.
Sudarto mengartikan kebijakan hukum (a) usaha untuk mewujudkan peraturan-

peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat pada suatu saat; (b)
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kebijakan dari badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan
yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan vang
terkandung dalam masyarakat dan mencapai yang dicitacitakan. Dani pengertian
tersebut, tampak keinginan untuk mengadakan pembaharuan hukum sebagai suatu
bentuk instrumen sosial untuk mewujudkan keadaan yang dicita-citakan atau vang
diinginkan oleh masyarakat, bangsa dan negara.

Kebijakan hukum mencakup didalamnya kebijakan penanggulangan kejahatan
(politik kriminal — criminal policy). Sudarto mendefinisikan kebijakan kriminal, suatu
usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dalam lingkup
kebijakan kriminal; menurut Hoefnagels, tercakup di dalamnya:

1. Penerapan sarana hukum pidana,

2. Pencegahan tanpa pemidanaan dan

3. Upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pidana dengan
mendayagunakan media massa. Penggunaan sarana media massa ini dimaksudkan
untuk membentuk opini publik tentang kejahatan dan penanggulanggannya.

Dalam lingkup kebijakan kriminal terdapat penggunaan sarana hukum pidana
(penal policy) dan sarana bukan hukum pidana (non-penal policy). Secara konseptual,
kebijakan kriminal ini merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat
(social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).

Berdasarkan pengertian yang demikian, maka dalam ruang lingkup yang luas,
kei)ijakan kriminal ini pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan

sosial; yakni kebijakan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam lingkup
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pengertian mencapai kesejahteraan sosial ini perlulah dipahami, terselenggara dan
terwujudnya semua tugas dan kewajiban dan tujuan Negara sebagaimana tertuang di
dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni terlindunginya
segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, termajukannya kesejahteraan umum,
tercerdaskannya kehidupan masyarakat dan terwujudnya perdamaian yang abadi.
Kebijakan sosial di Indonesia dapat dikonseptualisasikan sebagai gambaran kehidupan
yang dicita-citakan, yang ingin dicapai sebagai tujuan kehidupan berbangsa dan
bernegara Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945.

Kebijakan sosial Indonesia dirumuskan oleh para Bapak Bangsa (The
Founding Fathers) sebagai pendiri negara dan penyusun Pembukaan dan Undang-
Undang Dasar 1945. Cita-cita atau tujuan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia
adalah terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti
puncak dan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara adalah merealisasikan sila
kelima Pancasila dengan bertumpu pada empat sila terdahulu. Dengan demikian jelas
bahwa kerangka dasar dan tujuan utama dari kebijakan sosial bangsa dan negara
Indonesia adalah mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, “melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Inc}onesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang yang berdasark;m
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social”. Komitmen ini kemudian

dijabarkan lebih lanjut di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta
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Penjelasannva

Kebijakan sosizl tersebut kemudian diimplementasikan di dalam bentuk
berbagai kebijakan lanjuian sebagai upaya untuk merealisasikan apa yang telah
ditetapkan sebagai kebijakan sosial. Salah satu bentuk sarana pengejawantahan
kebijakan sosial tadi adalah kebijakan hukum atau kebijakan penegakan hukum.
Berbagai  kebijakan  vang  bersifat  organtk  1ni  (sebagat sarana
pengejawantahan/penjabaran lebih lanjut) dapat di identifikasi dari ketentuan-
ketentuan yang tertuang di dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 serta
Penjelasannya. Selanjutnya berbagai kebijakan ini dioperasionalisasikan di dalam
bentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kerangka berpikir logis bahwa kebijakan pembangunan
merupakan bentuk sarana realisasi dari kebijakan sosial nasional yang meliputi
kebyakan hukum, maka kebijakan pembangunan nasional di bidang hokum berfungsi
sebagai pendukung bagi terwujudnya tujuan pembangunan nastonal secara
keseluruhan yang juga berarti terwujudnya tujuan nasional kehidupan berbangsa dan
bernegara. Hal ini juga berarti bahwa pelaksanaan pembangunan nasional di segala
bidang kehidupan, inklusif pembangunan di bidang hukum, sesungguhnya merupakan

proses perwujudan kebijakan sosial nasional.

D. Model Penegakan Hukum Pidana.
Salah satu bidang dari kebijakan pembangunan adalah kebijakan hukum.

Hukum merupakan suatu kelembagaan sosial yang memiliki keunikan tersendiri
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dibandingkan dengan kelembagaan sosial vang lain. Sifat unik ini terlihat dan
kenyataan bahwa, hukum merupakan bentuk media atau sarana perwujudan bagi
semua bidang kebijakan yang secara garis besar meliputi ideologi, politik, ekonomi,
sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional. Pada prinsipnya hukum sebagai
suatu bentuk kelembagaan sosial yang mewadahi kebijakan penyelenggaraan negara
menjangkau semua bidang dan aspek kehidupan manusia dan mengintegrasikannya ke
dalam suatu sistem sosial yang harmonis dan fungsional. Dalam teori Sibernetika dari
Talcott Parson, hukum digambarkan sebagai subsistem sosial yang berfungsi
mengintegrasikan semua subsistem social yang ada, sehingga memungkinkan semua
bagian dari suatu sistem sosial itu dapat berfungsi/bekerja secara optimal, efektif dan
efisien. Berdasarkan kerangka berpikir ini dapat pula diartikan bahwa manakala
hukum tidak dapat menjalankan fungsi dengan baik sebagai sarana pengintegrasi,
maka kehidupan social akan mengalami gangguan atau disintegrasi, kendati dengan
kadar yang bervariasi.

Keadaan yang terganggu ini pada gilirannya akan kembali menuju
equilibriumnya manakala hukum dapat menjalankan fungsinya yang optimal.
Kerangka berpikir demikian, merupakan argumentasi tentang perlunya pembangunan
hukum sebagai salah satu bidang pembangunan nasional. Pembangunan hukum
nasional merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat adil
dan makmur yang merata bagi seluruh bangsa Indonesia. Dalam kaitan ini menurut
Soehardjo Sastrosoehardjo, salah satu asas pembangunan nasional adalah asas hukum,

yaitu bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional setiap warga negara dan
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penyelenggaraan negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan.
Sebagaimana telah disinggung didepan, kebijakan (penegakan) hokum mencakup
didalamnya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal).

Sudarto membedakan pengertian kebijakan kriminal dalam beberapa
tingkatan arti, yakni dalam arti sempit, arti lebih luas, dan arti paling luas. Dalam arti
sempit, kebijakan kriminal adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar
dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Sementara itu, dalam arti
luas, kebijakan kriminal adalah kese-luruhan fungsi dari aparatur penegak hukum,
termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Adapun dalam arti paling
luas, kebijakan kriminal meru-pakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui
perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan
norma-norma sentral dari masyarakat.

Sementara itu Marc Ancel dan G. Peter Hoefnagels mempunyai definisi yang
berbeda, yang dapat digambarkan bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang
rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap
kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi yang logis, oleh karena di
dalam melaksanakan politik, orang mengada-kan penilaian dan melakukan pemilihan
dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.

Dalam melakukan pilihan di antara usaha rasional tersebut, pilihan dapat
berupa penggunaan kebijakan hukum pidana (penal policy) ataupun sarana bukan-
hukum pidana (non-penal policy). Dalam pelaksanaan kebijakan kriminal dengan

menggunakan sarana hukum pidana (sarana penal), maka penggunaan kebijakan
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hukum pidana (penal policy) haruslah merupakan suatu usaha yang dibuat dengan
senga-ja dan sadar. Artinva, pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk
menanggulangl kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor
yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam
kenyataannya. Dengan demikian diperlukan pendekatan yang fungsional dan ini pun
merupakan pendekatan vang melekat pada setiap kebijakan yang rasional. Hukum
mempunyai fungsi sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering).
Disini menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama
melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan
menghasilkan jurisprudensi. Sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.
Sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada
pembentukan peraturan perundangundangan oleh lembaga legislatif, yang
dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di
masa depan melalui penegakan peraturan perundang-undangan itu.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-
keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hokum ini adalah pikiran-
pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan
hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hokum yang dituangkan dalam peraturan
hukum, turyt menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan
demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada
pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan

nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak
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hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnva sudah dimulai sejak peraturan
hukum yang harus dijalankan itu dibuat.

Proses penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, factor
hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya,
yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya,
yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang
mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan
sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan
kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima,
faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa
manusia di dalam pergaulan hidup.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan
hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen system hukum. Sistem
hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen
struktur hukum (legal structure), komponen substansi hokum (legal substance) dan
komponen budaya hukum (legal culture). Struktur hokum (legal structure) merupakan
batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (legal
substance) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-
lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem.
Adapun kultur atau budaya hukum (legal culture) merupakan gagasan, sikap,
keyakinan, harapan dan pendapat tentang hukum. Dalam perkembangannya, Friedman

menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak
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hukum (legal impact). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan
adalah dampak dari keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti.
Berkaitan dengan budaya hukum (legal culture) ini, menurut Roger Cotterrell, konsep
budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam
berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Dengan demikian, variasi
budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan
cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masvarakat
yang berbeda.

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundangundangan,
telah diterima sebagai instrumen resmi yang memproleh aspirasi untuk dikembangkan,
yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang
kontemporer. Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan
sebagai hukum yang emansipatif, yang mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter,
yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-
hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah
secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam
semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang
menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakan ciri bahwa
hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum,
juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi

kepentingan rakyat di dalam masyarakat. Berkaitan dengan karakter dasar hukum
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positif ini, Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep
hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini.

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-
undangan, disamping ditentukan oleh konfigurasi politik momentum pembuatannya,
juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota
legislatif itu sendiri. Semangat hukum (spirit of law) berkaitan erat dengan visi
pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang
demokratis, peran dan visi pembentuk undang-undang sedemikian penting. Menurut
Gardiner, pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkewajiban untuk
memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri.
Dengan demikian, pembentuk undang-undang, tidak lagi semata-mata mengikuti
perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu.
Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur
serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya
merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang. Dalam konteks ini,
pembentuk undang-undang berkewajiban mengkreasi kebijakan dalam wujud
perundang-undangan yang responsif terhadap tuntutan terwujudnya keadilan gender

dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

i

Dari uraian di atas, terlihat upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini untuk
melakukan penanggulangan kejahatan pada umumnya, termasuk di dalamnya
penanggulangan kejahatan terhadap pembunuhan. Kebijakan penanggulangan
kejahatan itu, sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum untuk
mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan, ditempuh
baik melalui penggunaan sarana hukum pidana (sarana penal) maupun melalui
penggunaan sarana hukum bukan hukum pidana (sarana nonpenal) yang salah
satunya dapat dilakukan melalui peranan media massa.

Dalam interaksinya secara yuridis, kriminologis dan sosiologis ada keterkaitan
antara media massa dalam hal ini pemberitaan (kriminalitas) dan timbulnya
kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat. Artinya potensi timbulnya tindak
kejahatan dapat tergolong salah satunya akibat menyaksikan pemberitaan
media massa dalam hak tayangan kriminalitas.

Hubungan media massa dan kejahatan dapat digambarkan melalui teori yang
melihat pada kondisi sosial masyarakat secara kriminologi dan sosiologis,
proses peniruan tindak kejahatan akibat terpengaruh media massa adalah fakta
empiris bahwa media sangat berkorelasi terhadap kejahatan bahkan bisa

menjadi agen atas kejahatan tersebut.
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